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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Etika Politik 

Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur 

Perspektif Siyasah Syar‟iyyah, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1 Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di Desa Rigangan telah berjalan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Tahapan pemilihan 

dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan masyarakat 

dalam proses pemilihan. Etika politik dalam pemilihan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diterapkan 

melalui prinsip kejujuran dan keterbukaan, yang terlihat 

dari pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara 

secara terbuka dan pemberian kesempatan yang sama 

kepada calon maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan 

pemilihan masih terdapat dugaan praktik pemberian uang 

oleh bakal calon kepada masyarakat. Praktik tersebut 
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apabila bertujuan untuk memperoleh dukungan politik 

bertentangan dengan nilai etika politik karena dapat 

memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan 

pilihan.. 

2. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyyah, pelaksanaan 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

di Desa Rigangan telah mengandung nilai-nilai politik 

Islam, seperti musyawarah (syura), partisipasi 

masyarakat, dan keterbukaan. Namun, adanya dugaan 

praktik politik uang menjadi persoalan yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar‟iyyah, khususnya 

prinsip amanah, kejujuran (shidq), keadilan („adl), serta 

larangan risywah (suap). Dalam Islam, jabatan publik 

merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang 

yang memiliki kemampuan dan integritas, bukan 

diperoleh melalui pemberian materi atau transaksi 

kepentingan. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yang ideal dalam perspektif Siyasah 

Syar’iyyah harus berorientasi pada kemaslahatan 

masyarakat. Oleh karena itu, calon anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya memperoleh 

dukungan berdasarkan kualitas pribadi, kemampuan 

menjalankan tugas, akhlak, dan komitmen dalam 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan karena 

faktor ekonomi maupun pemberian tertentu. 

B. Saran 

1 Pemerintah desa dan panitia pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan meningkatkan 

pengawasan serta sosialisasi agar pelaksanaan pemilihan 

berjalan lebih transparan dan terbebas dari praktik yang 

bertentangan dengan etika politik. 

2 Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

hendaknya mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, 

dan kemampuan dalam memperoleh dukungan 

masyarakat, bukan melalui pemberian uang atau 

kepentingan pribadi. 

3 Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menentukan 

pilihan dengan mempertimbangkan kemampuan, 

integritas, dan amanah calon agar anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) yang terpilih benar-benar 

mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. 
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